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ABSTRAK - bahwa kebutuhan bertempat tinggal untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap 

orang serta merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh 

karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab untuk memenuhinya; 

- bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga yang 

meningkat dengan cepat diikuti dengan pertumbuhan 

perumahan dan permukiman yang  tidak terkendali 

mengakibatkan lingkungan perumahan dan kawasan 

permukiman  tidak tertata dengan baik, tidak layak huni dan 

kurang sehat; 

- bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman harus terlaksana secara teratur, 

terarah dan terkendali dengan jaminan ketersediaan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai 

sehingga mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau 

di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan 

berkelanjutan; 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

 

 

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  



 

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011, Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);  

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5234); 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015    Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan  Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992   



Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5615); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Salatiga  Nomor  6); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 

2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga 

Nomor 8); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7); 

 

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  

 

1. BAB I KETENTUAN UMUM, terdiri dari 4 (empat) empat 

pasal  

Pasal 1 Ketentuan umum, Pasal 2 asas penyelenggaraan 

Perumahan dan Permukiman, Pasal 3 Tujuan Perda 

penyelenggaraan  Perumahan dan Permukiman, dalam 

Pasal 4 memuat Ruang Lingkup pengaturan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.  



2. BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

terdiri dari 2 (dua) pasal, dalam pasal 5 memuat mengenai 

tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman, Pasal 6 memuat 

wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

3. BAB III PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 

Dalam BAB III ini terdiri dari 18 Pasal  

Bagian Kesatu Umum, Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, 

Bagian Kedua Perencanaan paragraf 1 umum Pasal 10, 

paragraf 2 Perencanaan dan Perancangan Rumah Pasal 11 

samapi dengan Pasal 14, Paragraf 3 Perencanaan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pasal 15. 

Bagian Ketiga Pembangunan Pasal 16 samapi dengan 

Pasal 21. 

Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 22 sampai dengan 

Pasal 23. 

Bagian Kelima Pengendalian Pasal 24. 

4. BAB IV PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN  

Dalam BAB IV terdiri dari 9 Pasal, Pasal 25 sampai dengan 

Pasal 33. 

5. BAB V LOKASI DAN PENYEDIAAN TANAH UNTUK 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Bagian Kesatu Lokasi, terdiri dari dua pasal, Pasal 34 dan 

pasal 35, 

Bagian Kedua Penyediaan Tanah, terdiri dari dua pasal, 

pasal 36 dan pasal 37. 

6. BAB VI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS UMUM terdiri dari 7 pasal, Pasal 38 sampai 

dengan pasal 44  



7. BAB VII PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN KUMUH SERTA PENATAAN DAN 

PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH terdiri 

dari 4 pasal 

Bagian Kesatu Pencegahan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh pasal 45 dan pasal 46. 

Bagian Kedua Penataan dan Peningkatan Kawasan 

Permukiman Kumuh pasal 47 dan pasal 48, 

8. BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF terdiri dari dua 

pasal, pasal 49 dan pasal 50. 

9. BAB IX PERAN MASYARAKAT terdiri dari satu pasal, pasal 

51. 

10. BAB X KERJASAMA DAERAH terdiri dari satu pasal, pasal 

52. 

11. BAB XI PENDANAAN terdiri dari satu pasal,  pasal 53. 

12. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terdiri dari dua 

 pasal, pasal 54 dan pasal 55. 

13. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI terdiri dari satu pasal 

 pasal 56. 

14. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari tiga pasal 

 pasal 57 samapai dengan 59. 

15. BAB  XV KETENTUAN PENUTUP terdiri dari tiga pasal, 

 pasal 60 samapai dengan 62. 

 

CATATAN   -    Perda ini berlaku mulai tanggal 6 September  2017 

- Perda ini diundangkan pada tanggal 6 September  2017  

- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 

5, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI 

JAWA TENGAH: (5/2017)  

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 

 



 


